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PENDAHULUAN

Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah
dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik
menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan
kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi
yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan
demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas
menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan
pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk
itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu,
dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan
pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi
manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah
daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu
UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan
bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersesubut selanjutnya diatur
pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Permendagri tersebut, kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan
merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan,
dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundangan-undangan.  Sasaran
pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya,
informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk
itu selaku entitas akuntansi, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan yang
meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Kesemua laporan
tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya
kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas
pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi
kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung jawab
atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi
tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya
dimaksud, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas,
serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan :
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a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan
ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparasi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang

direncanakan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku
Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD
selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai
kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan
perundang-undangan.

Laporan Kuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
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akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD,

dengan:

a.

Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

SKPD dalam membiayai aktivitasnya.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1.

10.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;



14.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2016.

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab Il Kebijakan Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan

2.1 Kebijakan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang
2.2 Indikator Pencapaian Kinerja APBD Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang

Bab 111 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Semarang

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun



Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5.2 Penjelasan Neraca
5.3 Penjelasan Laporan Operasional
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan
Bab VII Penutup

Lampiran
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KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

KEBIJAKAN KEUANGAN

Pokok-pokok kebijakan didalam penyusunan APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 2017 meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Asumsi makro ekonomi yang digunakan Kota Semarang membutuhkan
biaya yang cukup besar dalam upaya memacu pembangunan, sehingga perlu
menggali Pendapatan Daerah terutama potensi sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah secara optimal dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait. Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Semarang bersumber dari objek-
objek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi
daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas
otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin
berkurang.

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal
dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari
Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki
Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



Penganggaran penerimaan dari pajak dan retribusi dilaksanakan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan potensi yang ada.

Penganggaran pendapataan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan
memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya
dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan
terkait. Penganggaran pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilaksanakan
dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Rencana
pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disusun sesuai dengan Rencana

Bisnis Anggaran.

3. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara

efisien, efektif dan berkesinambungan.

4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan
Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2017.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan
Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.
Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan
Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2017.

Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang
mengatur alokasi pagu definitive DBHCHT belum keluar pada saat
disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan
memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2012, tahun
anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.



5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang berasal
dari Pajak Rokok.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang berasal dari bagi
Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun
dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2016.

Pendapatan yang berasal dari Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
dan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik

yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah pada

tahun 2017 dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Semarang dengan memperhatikan potensi pendapatan yang ada dengan
tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan
umum;

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan
prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajiban
kepada Pemerintah Kota Semarang.

Meningkatkan kapasitas aparatur pemungut serta sistem prosedur
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat,
sederhana, dan akuntabel.

Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib
pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan
retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan  pengendalian dan pengawasan atas pemungutan
pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti
dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan
pelayanan.

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.



e Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Rencana
Bisnis Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah

Kota Semarang.

Kebijakan APBD perubahan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1.

Melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan melalui perkiraan yang
terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli
daerah sampai dengan semester | tahun 2017;

Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah
pusat maupun provinsi. Pada Perubahan APBD TA 2017 ini terdapat
pemangkasan dana transfer sebesar total Rp. SlSHNDOZ0Y yang meliputi
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi
Hasil.

Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang
belum dimasukkan pada APBD TA 2017 karena APBD TA 2017 Kota
Semarang yang ditetapkan lebih dulu daripada APBD TA 2017 Provinsi Jawa
Tengah.

Penyesuaian terhadap Hibah dari Pemerintah Pusat untuk penyelesaian utang
PDAM.

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2017 dilakukan

melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

N

pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang
dengan memerhatikan potensi pendapatan yang ada dengan tetap mendasarkan
kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum;

. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk

memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada

Pemerintah Kota Semarang

Meningkatkan kapasitas aparatur pemungut serta sistem prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel;
Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib

pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi

daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan

daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
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6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;

7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Rencana Bisnis

Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Semarang.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan daerah
adalah sebagai berikut : Membenahi manajemen data penerimaan Pendapatan
Asli Daerah;

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2017 ( APBD murni )
disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja di tahun 2017 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan
peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung
kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan
memerhatikan visi dan misi pada RPJPD Tahun 2005-2025.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2017 yang
tercantum dalam RKPD Tahun 2017, terutama untuk urusan pemerintahan
wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan
minimal.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan
akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota
Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan
kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2017 .

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.



2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan
efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi
dialokasikan sesuai peruntukaannya dengan mengacu pada ketentuan
pennggunaan dana tersebut.

4. Belanja yang berasal dari SILPA APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah
ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

5. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar
obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja
program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan
APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau

melampaui asumsi KUA.

2.1.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak

Terduga.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung tahun 2017, diarahkan pada hal-hal

sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman
pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peratutan Pemerintah tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2017 belanja gaji PNSD
disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14,
accress dan kenaikan tunjangan-tunjangan.

2. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS di tahun 2017
direncanakan naik rata-rata sebesar 75% dengan berpedoman pada ketetapan
tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan
kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian
TPP ini merupakan rintisan bagi pemberlakuan remunerasi berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tida biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja

tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi



Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang tata cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaliasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran
Hibah dan Bansos di tahun 2017 dilaksanakan dengan mempertimbangkan

ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2017 diarahkan melalui kebijakan

sebagai berikut :

1.

Penganggaran Belanja Langsung diimplementasikan melalui program dan
kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD
2017 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan
permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2017.

Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian Kinerja
yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan
anggaran.

Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran
program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas
pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan
di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di Tahun 2017.
Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses
pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



2.1.3.

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 diarahkan dengan
kebijakan sebagai berikut :
1. Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja
Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
= Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2017.
= Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber
dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.
* Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi.
= Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-
2021.
= Kewajiban Pemerintah Kota terhadap keputusan pengadilan yang harus
dilaksanakan terkait dengan pengembalian barang bukti Kejaksaan.
= Kewajiban pembayaran lahan yang telah ditentukan besarannya.
2. Pelaksanaan program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan
pada tahun anggaran 2017.

Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang
Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Selain untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ada di
RPJPD 2005-2025, terutama di lima tahun ketiga, belanja daerah juga disusun
dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah
Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi
dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi

dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2017 dirumuskan
dengan mempertimbangkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Kota
Semarang, berbagai isu strategi serta permasalahan-permasalahan pembangunan

daerah. Mengacu pada isu-isu strategis dalam RPJPD Kota Semarang Tahun



2.14.

2005-2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2017, maka Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2017 adalah:
Peningkatan Kualitas SDM,;

Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan;

Tata Kelola & Reformasi Birokrasi;

Peningkatan Infrastruktur, Ekonomi & Daya Saing Daerah;

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Pengembangan Teknologi dan Informasi;

© ®© N o g bk~ w D

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam mewujudkannya, maka pada tahun
2017 ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (good governance) dan
kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan
arahan prioritas sebagai berikut :

a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
b. Keterbukaan Informasi Publik;
c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;

d. Peningkatan Sarana Prasarana dan Pelayanan Publik Berbasis IT.

Kebijakan yang telah ditetapkan sebagimana tersebut diatas, akan
diimplementasikan melalui program dan Kkegiatan pembangunan yang
penentuannya mengacu pada :

1. RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021;

2. RKPD Kota Semarang Tahun 2017,

3. Isu dan masalah mendesak;

4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021;

5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada pelaksanaan

tahun kelima RPJMD, maka kebijakan umum pembangunan yang menjadi urusan



2.2.
2.2.1.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah urusan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri diarahkan pada peningkatan

ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.

Indikator Pencapaian Kinerja APBD
Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2017
seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya
terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut,
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
2017, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota
Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor 900 / 523 dan Nomor 910/ 496 /
2015, tanggal 24 Agustus 2015 telah dilakukan penyesuaian searah dengan
adanya perubahan-perubahan asumsi baik sisi pendapatan, belanja maupun
pembiayaan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota
Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor 900 / 380 / 2016 dan Nomor 910
/ 824 | 2016, tanggal 7 Oktober 2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Tabel 1. Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD
Perubahan Tahun 2017
(dalam rupiah)

No. Uraian APBD 2017 APBD-P 2017

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah - -

1.1.1 | Pajak Daerah

1.1.2 | Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.1.3 o
yg Dipisahkan

1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah

2 BELANJA

2.1 | Belanja Tidak Langsung 4.302.515.000 4.266.996.000
2.1.1 | Belanja Pegawai 4.302.515.000 4.266.996.000
2.2 | Belanja Langsung 5.594.937.000 6.752.777.000
2.2.1 | Belanja Pegawai 1.775.324.000 1.815.522.600
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 3.819.613.000 4.937.254.400
2.2.3 | Belanja Modal 0 0
Surplus / ( Defisit ) (9.897.452.000) | (11.019.773.000)




2.2.2.

Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas
pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b)
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja
berdasarkan urusan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
melaksanakan satu urusan yang terdiri dari 8 program dan 44 kegiatan, dengan

penjelasan sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melaksanakan 8
program 44 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.019.773.000,00,
sedangkan realisasinya mencapai Rp 9.590.161.767 atau 87,03% sehingga masih
terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.429.611.233, 00.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
selanjutnya diuraikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel.2
Laporan Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2017

SKPD . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Fungsi . Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa
dan politik

Pemerintah Kota  : Semarang

Kode

Program.Kegiatan

Belanja

Hasil/Keluaran

Anggaran

Realisasi

Rencana

Realisasi

Satuan

Ket

1.1.051.1.05.03 01

Pelayanan
Adminitrasi

Perkantoran

1.578.147.000

1.306.041.666

APBD

1.1.051.1.05.03 01 002

Penyediaan Jasa

10.000.000

6.264.652

12

12

Bulan




Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

1.1.051.1.05.03 01 006

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan

dinas/operasional

5.808.000

5.800.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 010

Penyediaan Alat
Tulis Kantor

55.000.000

54.420.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 011

Penyediaan  Barang
Cetakan dan

Penggandaan

30.000.000

30.000.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 012

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5.000.000

4.331.500

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 014

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

3.000.000

3.000.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 015

Penyediaan ~ bahan
bacaan dan peraturan

perundang-undangan

13.310.000

13.310.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 017

Penyediaan Makanan

dan Minuman

36.000.000

35.681.500

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 018

Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar

Daerah

1.337.887.000

1.071.258.014

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 01 154

Belanja Jasa
Penunjang
Administrasi

Perkantoran

82.142.000

81.976.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 02

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

330.000.000

311.899.750

1.1.05 1.1.05.03 02 024

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan

Dinas/Operasional

290.000.000

273.324.750

12

12

Bulan

1.1.05 1.1.05.03 02 026

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
perlengkapan gedung
kantor

40.000.000

38.575.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 05

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR

99.099.000

95.670.650

1.1.05 1.1.05.03 05 022

Pembinaan  Sumber

Daya Aparatur

99.099.000

95.670.650

Bulan

1.1.051.1.05.03 06

PROGRAM
PENINGKATAN

225.660.000

225.220.000

19




PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
1.1.05 1.1.05.03 06 005 Penunjang  Kinerja 167.720.000 167.700.000 12 12 Bulan
PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
1.1.05 1.1.05.03 06 006 Penyusunan  LKPJ 8.870.000 8.870.000 1 1 Dokum
(Laporan Kinerja en
Pertanggung
Jawaban) SKPD
1.1.05 1.1.05.03 06 010 Penyusunan  Lakip 8.870.000 8.870.000 1 1 Dokum
(Laporan Kinerja en
Instansi Pemerintah)
1.1.05 1.1.05.03 06 020 Penyusunan 8.870.000 8.450.000 1 1 Buku
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1.1.051.1.05.03 06 022 Penyusunan Laporan 4.530.000 4.530.000 1 1 Buku
Keuangan
Semesteran
1.1.05 1.1.05.03 06 023 Penyusunan 4.530.000 4.530.000 1 1 Buku
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1.1.051.1.05.03 06 028 Penyusunan  Renja 4.530.000 4.530.000 1 1 Dokum
SKPD en
1.1.05 1.1.05.03 06 029 Penyusunan Renstra 8.870.000 8.870.000 1 1 Dokum
SKPD en
1.1.05 1.1.05.03 06 032 Penyusunan RKA 8.870.000 8.870.000 3 3 Dokum
dan DPA Murni serta en
Perubahan
1.1.051.1.05.03 15 PROGRAM 1.725.021.000 1.290.049.350 - - -
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.1.051.1.05.03 15 018 Peningkatan 185.452.000 151.383.750 12 ‘12 Bulan
Pemantauan  Situasi
dan Kondisi Daerah
thd Potensi
Kerawanan  Sosial
Politik
1.1.051.1.05.03 15 024 Pemantapan 65.502.000 28.433.000 12 12 Bulan
Kewaspadaan  Dini
Masyarakat
1.1.051.1.05.03 15 025 Peningkatan 176.795.000 86.346.400 12 12 Bulan

20




Kewaspadaan
Kegiatan Tempat
Hiburan dan

Keramaian Umum

1.1.05 1.1.05.03 15 047

Penguatan
Pengamanan
Masyarakat terhadap
Kerawanan Sosial

831.451.000

724.608.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 15 050

Fasilitasi  kegiatan
komunitas intelijen

daerah

315.416.000

189.222.200

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 15 051

Pengawasan
Terhadap Kepatuhan
Norma dan Aturan
bagi WNA dan
Ormas Asing

150.405.000

110.056.000

Bulan

1.1.051.1.05.03 16

PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASANKEBA
NGSAAN

260.400.000

246.899.500

1.1.051.1.05.03 16 027

Peningkatan
Ketahanan  Bangsa
Bagi Masyarakat

260.400.000

246.899.500

10

10

Kali

1.1.051.1.05.03 18

PROGRAM
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT

1.020.367.000

795.306.216

1.1.05 1.1.05.03 18 020

Pengelolaan Bantuan

Parpol

41.400.000

13.460.800

parpol

1.1.051.1.05.03 18 025

Monitoring dan
Evaluasi  Kegiatan

Parpol

22.440.000

11.355.400

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 18 047

Fasilitasi  Peraturan
Perundang-undangan
Bagi Partai Politik

90.070.000

53.588.900

Bulan

1.1.051.1.05.03 18 056

Penertiban dan
monitoring  Atribut
Parpol /Ormas/ LSM

21.750.000

10.720.200

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 18 058

Pendidikan  politik
kewarganegaraan

bagi masyarakat,
aparatur negara,
partai politik, dan

generasi muda

553.044.000

491.304.400

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 18 059

Fasilitasi  pemlihan

pengurus 0sis SLTA

291.663.000

214.876.516

Bulan

1.1.051.1.05.03 21

PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN

1.514.083.000

1.403.637.609
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KEMITRAAN
WAWASAN
KEBANGSAAN

1.1.051.1.05.03 21 001

Peningkatan toleransi
dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

219.027.000

202.723.909

12

12

Bulan

1.1.05 1.1.05.03 21 002

Kemah kebangsaan
generasi muda

pembauran

188.200.000

176.266.000

Kali

1.1.05 1.1.05.03 21 005

Fasilitasi  kegiatan

paguyuban petamas

224.400.000

219.562.000

Bulan

1.1.05 1.1.05.03 21 009

Peningkatan
ketahanan  ekonomi
berbasis kearifan

lokal

85.000.000

81.026.000

Kegiat

an

1.1.051.1.05.03 21 011

Pengelolaan Bantuan
Hibah untuk
Organisasi
Kemasyarakatan/Le
mbaga Nirlaba

Lainnya

25.000.000

21.121.500

12

12

Organi

sasi

1.1.051.1.05.03 21 019

Pendayagunaan

potensi ormas/LSM

203.400.000

199.165.400

Bulan

1.1.051.1.05.03 21 020

Revitalisasi dan
aktualisasi nilai-nilai

pancasila

26.000.000

25.198.000

Bulan

1.1.051.1.05.03 21 021

Pengaturan,
pengawasan, dan
pemberdayaan
organisasi

kemasyarakatan

90.000.000

65.413.000

12

12

Bulan

1.1.051.1.05.03 21 022

Pendidikan
pendahuluan bela

negara

358.056.000

343.868.800

Bulan

1.1.051.1.05.03 21 023

Kerjasama
pemerintah  dengan
ormas dalam
penyelenggaraan

urusan pemerintahan

umum

95.000.000

69.293.000

Bulan

JUMLAH

6.752.777.000

5.674.724.741

22




3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.2.1.

BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir
mengalami kenaikan/penurunan, yaitu tahun 2015 sebesar Rp. 0 atau naik/turun
sebesar 0 % dari tahun 2014, tahun 2016 sebesar Rp. 0 atau naik/turun sebesar
0 % dari tahun 2015 dan pada tahun 2017 realisasi pendapatan mencapai Rp. 0

atau naik sebesar 0 % dari tahun 2016.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015 - 2017

L %
Anggaran Realisasi _
No | Tahun o Kenaikan/
(Rp) (Rp) Realisasi

Penurunan
1 2015 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0

Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2015 mencapai Rp. 10.193.866.774,00 mengalami
kenaikan sebesar 42,35 % dari tahun 2014 dan tahun 2016 mencapai Rp.
11.635.020.177,00 atau mengalami kenaikan sebesar 14,14 % dari tahun 2015.
Tahun 2017 mencapai Rp. 9.590.161.767,00 atau mengalami penurunan sebesar
17,57 % dari tahun 2016.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Kinerja Belanja Operasi
Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan

jasa. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat




digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja

operasi mengalami kenaikan/penurunan yaitu pada tahun 2015 mengalami

kenaikan sebesar 11,30 % dari tahun 2014 dan tahun 2016 juga mengalami

kenaikan sebesar 38,12 % dari tahun 2015. Tahun 2017 mengalami penurunan
sebesar 21,58 % dari tahun 2016.

Tabel 4. Belanja Operasi Tahun 2015 - 2017
- - %
Anggaran Realisasi i
No | Tahun | Kenaikan/
(Rp) (Rp) Realisasi
Penurunan
1 2015 11.000.594.415 9.569.804.774 | 86.98 % Kenaikan
2 | 2016 12.527.773.653 11.635.020.177 | 92.87 % Kenaikan
3 | 2017 11.019.773.000 9.582.861.767 | 86,96% | Penurunan
Tabel 5. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahu 2015 - 2017
No. Jenis Belanja Operasi Realisasi
2015 2016 2017
1 Belanja pegawai 5.315.503.800 | 7.257.354.874 | 5.540.782.126
2 Belanja Barang & Jasa 4.253.300.974 | 4.383.665.303 | 4.042.079.641
Grafik 1.  Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2015 - 2017
14000000000,000 p
12000000000,000 12% A%
10000000000,000 ;7115;1/”&“\
8000000000,000
6000000000,000
4000000000,000
2000000000,000
000 :
2015 2016 2017

3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1)belanja tanah, (2) belanja peralatan

dan mesin, (3) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan

jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.




Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2015, 2016 dan 2017
dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi
belanja modal pada tahun 2015 naik sebesar 167,92 % dari tahun 2014 dan
tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 100 % dari tahun 2015. Tahun 2017

mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun 2016.

Tabel 6. Belanja Modal 2015 - 2017

No | Tahun Anggaran Realisas Kenaikan/
(Rp) (Rp) Realisasi
Penurunan
1 | 2015 645.850.000 625.062.000 | 87,53 % Kenaikan
2 | 2016 0 0 0 Penurunan
3 | 2017 0 7.300.000 100% Kenaikan
Tabel 7. Rincian Belanja Modal Tahun 2015 — 2017
No Jenis Belanja Realisasi
2015 2016 2017
1 | Belanja Tanah - - -
2 | Belanja Peralatan & Mesin 625.062.000 - 7.300.000
3 | Belanja Gedung & Bangunan - - -
4 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan - - -
5 | Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
6 | Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah 625.062.000 0 7.300.000

Grafik 2. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2015 - 2017
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3.1.3 Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional

Tabel 8 Rincian Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit
1. Pendapatan- 0| 1. Beban Operasi Rp. 9.590.773.346 (Rp 9.590.773.346 )
LO
Terdiri atas : Terdiri atas :
- Pendapatan 0 - Beban pegawai Rp.5.540.782.126 (Rp.5.540.782.126)
pajak-LO
- Pendapatan 0 - Beban barang & jasa Rp. 4.049.991.220 (Rp.4.049.991.220)
retribusi-LO
- Pendapatan 0 - Beban pnyusutan & Rp. O Rp.
lain2PAD-LO amortisasi
- Beban penyisihan 0
piutang .

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan
Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :
1. Tertib Administrasi Bendahara dalam penyusunan pertanggung jawaban
keuangan

2. Kegiatan yang dijalankan sesuai jadwal pencairan anggaran

3.2.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Keuangan
Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai
berikut :
1. Kurangnya Pelatihan mengenai pembuatan Laporan Keuangan dan Anggaran

berbasis Komputer dari pemerintah




4.1

4.2

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini tidak memuat seluruh isi kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota Semarang, tetapi hanya memuat paragraf-paragraf kebijakan
akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

transaksi-transaksi yang terjadi pada entitas akuntansi berdasarkan basis akrual.

Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah
Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan
atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi
adalah SKPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban,
aset,kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterimadi Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan bebandiakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersihtelah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihakasing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadianatau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpamemperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3

4.4

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan danpenerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau
olen entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening KasUmum Daerah. Namun
demikian, bilamana anggaran disusun dandilaksanakan berdasarkan basis akrual,

maka LRA disusun berdasarkan basisakrual.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-
pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan..

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu

(menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
Definisi dan Klasifikasi Pendapatan;

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.

3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis
besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Perimbangan,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Pengakuan Pendapatan;

4. Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan; dan



5.

b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
Pendapatan LRA diakui pada saat:
Diterima di Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran Pendapatan:

6.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan;

8.

Hal-hal yangharus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah;

d. Informasi lainnyayang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja

1.

3.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanjamerupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperolen pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut :

a. Kilasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban
pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban
perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.

b. Klasifikasibelanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung
dan belanja tidak langsung.

1. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja  yang



dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

2. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari:

1. Belanja pegawali,

2. Belanja bunga,

3. Belanja subsidi,

4. Belanja hibah,

5. Belanja bantuan sosial,

6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan

desa;
7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa; dan
8. Belanja tidak terduga.

d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri

dari:

1. Belanja pegawali,

2. Belanja barang dan jasa, dan
3. Belanja modal.

e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No.
13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur
dalam PP No.71 tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di
lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk
klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan
realisasi anggaran (LRA).

f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada
klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

g. Kilasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan
fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-
lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja;

4. Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.



5.

b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset
nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau

amortisasi).

Belanja diakui pada saat:

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Beban danBelanja;

6.

Belanjadiukurberdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas
bruto.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan
mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau

akan dikeluarkan.

Pengungkapan Beban dan Belanja;

8.

Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan beban adalah:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan

b. Informasi lainnya yang dianggapperlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:

a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran

b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan Kklasifikasi belanja yang
didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No.
59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP
No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Informasilainnya yang dianggapperlu.



4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan

1.

Pembiayaan(financing)adalah seluruhtransaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang
dalampenganggaranpemerintahterutamadimaksudkanuntukmenutup
defisitdan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan

3.

Penerimaanpembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

5.

PengukuranPenerimaan Pembiayaandilaksanakan berdasarkan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas

bruto

Pengungkapan Pembiayaan

7.

Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain :

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau
pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah

kota Semarang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

1.

2.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid
yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko
perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah,

b. Kas di Bendahara Penerimaan,



c. Kas di Bendahara Pengeluaran,
d. Kasdi BLUD,
e. KasBOS
f. Dana Kapitasi
3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang
signifikan
4. Setara Kas terdiri dari :
a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).
Pengakuan Kas dan Setara Kas

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara
Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Kilasifikasi Piutang dibagi atas :

a. Piutang Pendapatan
1. Piutang Pajak Daerah
2. Piutang Retribusi
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah



4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan
6. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
8. Piutang Pendapatan Lainnya
b. Piutang Lainnya
1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
2. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya
3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
5. Beban Dibayar di Muka

6. Piutang Lain-lain

Pengakuan Piutang

3.

Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang

sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain

karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan,

perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi

lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:

a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
dan/atau

c. telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat
dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

a. self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung
pajaknya sendiri; dan

b. official statement, dimanapenetapan dilakukan oleh dinas pelayanan
pajak,

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat

Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT).

Piutang Retribusi diakui apabila SKPD/Unit Kerja telah memberikan

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang

digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan

sama dengan SKRD.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



10.

11.

12.

13.

14.

Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba
BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah
ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila
persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember
belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya
piutang atas bagian laba BUMD.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah

ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau

ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada
tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit

Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan

selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih.

Dokumeninilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang,

untuk disajikan di neraca.

Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD) saat dicatat dalam sistem vyaitu SIMPAD, SIMKASDA dan

SIMPBB.

STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB

dan/atauKuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan

Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan

pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan

belum dilunasi.

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat
pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh
kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat
kesepakatan tersebut.

b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

c. Telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika

berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi.

Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak

Pemerintah Kota Semarang yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil

dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran Piutang




15. pengukuran piutang dicatat  sebesar  nilai nominal atas
SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum
dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

16. Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum
dalam Surat Teguran /Surat Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah

17. Pengukuran saat pengakuan
a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal.yang tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat
Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang
b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang yang sudah
terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak
dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan,
Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan
Peninjauan Kembali.
18. Pengukuran setelah pengakuan
Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan,
pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non
keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang
menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang
karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang
pajak berkurang.
Piutang Retribusi Daerah
19. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan
lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun
berjalan.
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
20. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam
hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
21. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat
Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar
sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penvyisihan Piutang Tidak Tertagih

22. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Penilaian Piutang
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkanjatuh tempo piutang

(pendekatan umur piutang).

Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a) Kualitas lancar,

b) Kualitas kurang lancar,

c) Kualitas diragukan, dan

d) Kualitas macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan Kriteria umur piutang 1 tahun sampai
dengan 2 tahun.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai
dengan 5 tahun.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

Persentase Taksiran Penyisihan
Piutang Tak Tertagih

Penggolongan i
No _ ] Bukan Pajak
Kualitas Piutang ] o o
Pajak | Retribusi | Transfer | dan Retribusi

dan transfer

A | Lancar 0,5% 0,5% 0,5% 0,5 %
B | Kurang Lancar 10 % 10 % 10 %
C | Diragukan 50 % 50 % 50 %
D | Macet 100 % 100 % 1

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan

sebesar:
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29.

30.

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan

transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah

Lainnya, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada);

c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika
ada); dan

d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak

perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK,

namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka
yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya,
apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka
dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih
sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan

saldo awal.

Pemberhentian pengakuan

31.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan
bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum
penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan)
atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan



dua cara vyaitu: penghapusbukuan (write-off) danpenghapustagihan

(writedown).

Penvyajian dan pengungkapan piutang

32.

33.

34.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.Setelah disajikan di
neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapatberupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan
danpengukuran piutang;

b) Rincianjenis piutang dan seldomenurutumur;

c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai
piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara
damai maupun pengadilan; dan

d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

e) Informasi lainnya yang dianggap penting.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan

piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai

maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan

atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu

diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan
tanggal  keputusan  penghapusan  piutang, dasar  pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

1.

2.

Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan /atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaanmerupakanaset yang berwujud:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintah.



Pengakuan Persediaan

3.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan

4.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian
Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar
pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman,
hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan

batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Pengukuran Persediaan

5.

6.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c. Nilai wajar apabila diperolen dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa

mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang

terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau

persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang

ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri

dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan

Pengungkapan Persediaan

9.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan

Persediaan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam
proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat; dan

c. Kondisi persediaan.



4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi

1.

2.

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek, dan

b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi

3.

Investasi jangka pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan
beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka pendek terdiri dari:

a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;

b. Surat Utang Negara (SUN);

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi

5.

Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

a. Investasi Non Permanen; dan

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan
Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum
milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik
Negara,;

b. Investasi permanen lainnya.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



10. Investasi non permanen terdiri dari:

a.
b.

Pembelian Surat Utang Negara;

Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada fihak ketiga;

Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan
digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat
dan tujuan lainnya.

Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki pemerintahkota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal

yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi

11. Suatu pengeluaran kas dan/atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk

12.

Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai

Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
Pemerintah Kota Semarang;

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Dana Bergulir

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila

memenuhi salah satu kriteria:

a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah
Daerah;

Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara
memadai (reliable).

Pengukuran Investasi

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk

nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan

sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak

memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat,

atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi

14. Pengukuran investasi jangka pendek:

a.

Investasi dalam bentuk surat berharga:



1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi,
komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

15. Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam
rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi non permanen:

1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya.

2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.

3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah
daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

16. Pengukuran Dana Bergulir

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir,

dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut

berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang
digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
perolehan dana bergulir.

Penilaian Investasi

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya
akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut
diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas



Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas
akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau
dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan
pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima
pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk
saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi
pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode
nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi
yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

18. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria

19.

20.

21.

22.

sebagai berikut:

a.
b.

Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan.

Metode Penilaian Dana Bergulir

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai

bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga

perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir

pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-

kurangnya jatuh tempo dana bergulir.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

a.
b.
C.

dana bergulir dengan kelola sendiri,
dana bergulir dengan executing agency dan
dana bergulir dengan chanelling agency.

Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:

a.

Kualitas lancar dapat ditentukan dengan Kriteria:



(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

(3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(4) Penerima dana kooperatif.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua belum melakukanpelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal
dunia; dan/atau

(5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

23. Dana bergulir dengan executing agency terdiri ataskualitas:
a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan Kriteria:

(1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank
(LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya
menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian
dengan pemerintah daerah; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan
lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak
melakukan pelunasan; dan/atau

(2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan

lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau



(3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya
bangkrut; dan/atau
(4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya

mengalami musibah (force majeure).

24. Dana bergulir dengan chanelling agency terdiri atas kualitas:

a.

Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan Kriteria:

(1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan
pelunasan.

Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan
pelunasan.

(3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan
Bank chanelling dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan
pelunasan; dan/atau

(3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Persentase Penyisihan Dana Berqulir

25. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun

(periode pelaporan) ditentukan:

a.

Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir
dengan kualitas lancar;
Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir

dengan kualitas kurang lancar;



Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir
dengan kualitas diragukan dan
Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir

dengan kualitas macet

Pengungkapan Investasi

26. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-

kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

e.
f.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan honpermanen;

Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

Perubahan pos investasi.

27. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana

bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran

dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan

informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

(a)
(b)
(©)
(d)

(e)

Dasar Penilaian Dana Bergulir;

Jumlahdana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;

Besarnya suku bunga yang dikenakan;

Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan
saldo akhir dana bergulir:

Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana

bergulir.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a.

Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin



Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa

manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

f.  Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal

bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau

pada saat penguasaannya berpindah.

4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi Kriteria sebagai

berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai;

f.  Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk
dipelihara.

g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset



tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan

minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

Jumlah Harga

No. Uraian Lusin/Set/Satuan
(Rp)
1 Tanah 1

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 | Alat-alat Berat 300.000
2.2 | Alat-alat Angkutan 300.000
2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 300.000
2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan 300.000
2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 300.000
- Alat-alat Kantor 300.000
- Alat-alat Rumah Tangga 300.000
2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000
2.7 | Alat-alat Kedokteran 300.000
2.8 | Alat-alat Laboratorium 300.000
2.9 | Alat Keamanan 300.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 | Bangunan Gedung 10.000.000
3.2 | Bangunan Monumen 10.000.000
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 | Jalan dan Jembatan 10.000.000
4.2 | Bangunan Air/lrigasi 10.000.000
4.3 | Instalasi 1.000.000
4.4 | Jaringan 1.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: 1
5.1 | Buku dan Perpustakaan 1
5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ 1

Kebudayaan/Olahraga

5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan

a. Hewan 1
b. Ternak 1
c. Tumbuhan Pohon Persediaan
d. Tumbuhan Tanaman Hias Persediaan

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1




10.

Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari 300.000 (tiga
ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan
barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai Persediaan.
Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau diatas 300.000 (tiga ratus ribu
rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan
rawan hilang diperlakukan sebagai Persediaan.

Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind / sejenisnya, karpet
/ wall paper dan barang sejenis diperlakukan sebagai persediaan.

Barang berupa flashdidk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak
portable, UPS portable, microphone, pesawat telpon /sejenis diperlakukan
sebagai persediaan

Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (missal: bantal,
guling, kasur, sprei, selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai
persediaan.

Barang Dberupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya
diperlakukan sebagai persediaan.

Pengukuran Aset Tetap

11.

12.

Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada
saat diperoleh/diketahui.

b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi:

1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku

2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau /diketahui.
Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut
diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu
rupiah).

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai

berikut:

a. Komponen Biaya Perolehan

1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau



konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke

kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian,
setelah dikurangi dengan diskon dan rabat; dan

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/
diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan. antara lain:

(1) biaya persiapan;

(2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan
dan bongkar muat (handling cost);

(3) biaya pemasangan (installation cost)

(4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(5) biaya konstruksi; dan

(6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah
berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya
pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

c) Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan
merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali
biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi keijanya (siap
pakai).

d) Biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya
bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali
biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi
kerjanya.

e) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan
harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan.

b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap
1) Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap
merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi
sewajar nyata subyek yang dipelihara atau output/hasil dari

aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara



2)

menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur

ekonomis,

dan/atau bertambah volume, dan /atau bertambah

kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik

semula.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai

belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi

kedua kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
Bertambah umur ekonomis; dan/atau
Bertambah volume; dan/atau

Bertambah kapasitas produktivitas.

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang

/aset tetap tersebut material /melebihi

batasan minimal

kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria

material /batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai

berikut :
No Uraian JumlahHargaLusi
n/Set/Satuan (Rp)
1 | Tanah
2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 | Alat-alatBerat 300.000
2.2 | Alat-alatAngkutan: 300.000
2.3 | Alat-alatBengkeldan Alat Ukur 300.000
2.4 | Alat-alatPertanian/Peternakan 300.000
2.5 | Alat-alatkKantordanRumahTangga 300.000
- Alat-alatKantor 300.000
- Alat-alatRumahTangga 300.000
2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi 300.000
2.7 | Alat-alatkedokteran 300.000
2.8 | Alat-alatLaboratorium 300.000
2.9 | Alat Keamanan 300.000
3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri

atas:
3.1 | BangunanGedung 10.000.000
3.2 | BangunanMonumen 10.000.000

4 | Jalan, IrigasidanJaringan, yg terdiri atas:

52




No

JumlahHargalLusi

Uraian

n/Set/Satuan (Rp)
4.1 | Jalan danJembatan 10.000.000
4.2 | BangunanAir/lrigasi 10.000.000
4.3 | Instalasi 1.000.000
4.4 | Jaringan 1.000.000
5 | Aset TetapLainnya, yang terdiri atas: 1
5.1 | BukudanPerpustakaan 1
5.2 | BarangBercorakKesenian/Kebudayaan 1

5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan
a. Hewan 1
b. Ternak 1
c. Tumbuhan Pohon Persediaan
d. Tumbuhan Tanaman Hias Persediaan
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan 1




13. Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap asset tetap baik

berupa overhaul dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Presentase
Renovasi/restorasi/Overhaul | PENAMBAHAN MASA
dari Hilal Buku Aset Tetap (di| MANFAAT (TAHUN)

luar penyusutan)

1 2 3 4 5
3010000000 [ALATBESAR
3010100000 |ALATBESAR DARAT Overhaul  |>0%s.d 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
3010200000 [ALATBESARAPUNG Overhaul  |>0%s.d 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%
3010300000 [ALATBANTU Overhaul  |>0%s.d 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

Kode Barang Uraian Jenis

FS S I S SR KO KT

3020000000 |ALAT ANGKUTAN
3020100000 [ALATANGKUTAN DARATBERMOTOR Overhaul  [>0% s.d 25%

>25% s.d 50%
>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

3020200000 [ALATANGKUTAN DARATTAKBERMOTOR  [Renovasi  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%5.d 75%

>75% 5.d 100%

3020300000 [ALATANGKUTAN APUNGBERMOTOR Overhaul  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

3020400000 [ALATANGKUTAN AMPUNG TAK BERMOTOR [Renovasi  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

3020500000 |ALATANGKUTAN BERMOTOR UDARA Overhaul  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

Olojlw|d|iFPrIRPrIRrRloOlRlOWINMIFPIRPRIR|IOIRRIWINM |-

>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

—_
N

3030000000 [ALATBENGKELDAN ALAT UKUR

3030100000 |ALATBENGKEL BERMESIN Overhaul  [>0%s.d 25%

>25%s.d 50%

>50% s.d 75%

S lw|iN |-

>75% s.d 100%




Kode Barang

URAIAN

JENIS

Presentase
renovasi/restorasi/overhaul
dari hilal buku aset tetap (di

luar penyusutan)

PENAMBAHAN MASA MANFAAT
(TAHUN)

3030200000

ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

Renovasi

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

Ll Ll K= N}

3030300000

ALAT UKUR

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

W NN =

3040000000

ALAT PERTANIAN

3040100000

ALAT PENGOLAHAAN

Overhaul

>0% s.d 20%

>21% s.d 40%

>51% s.d 75%

3050000000

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

3050100000

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

wWIN |- O

30502 00000

ALAT RUMAH TANGGA

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

wIN |- |O

306 0000000

ALAT STUDIO , KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR

3060100000

ALAT STUDIO

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

WININ |-

30602 00000

ALAT KOMUNIKASI

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

WIN |- |-

30603 00000

PERALATAN PEMANCAR

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

b |w|N

30604 00000

PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

(Yol N RO | S )

3070000000

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

3070100000

ALAT KEDOKTERAN

Overhaul

>0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

wIN |- |O
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KODE BARANG

URAIAN

JENIS

Presentasi
renovasi/restorasi/overhaul dari
hilal buku aset tetap (di luar
penyusutan)

PENAMBAHAN MASA MANFAAT
(TAHUN)

3070200000

ALAT KESEHATAN UMUM

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%5.d 50%

>50%s.d 75%

>75%5.d 100%

w o |l—|o

3080000000

ALAT LABORATORIUM

3080100000

UNITALAT LABORATORIUM

Overhaul

>0%s.d 25%

>25%5.d50%

>50%5.d 75%

>75%s.d 100%

=l |lw|r~

3080200000

UNITALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%s.d50%

>50%5.d75%

>75%s.d 100%

o | |uv|w

3080300000

ALAT LABORATORIUM FISIKA

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%5.d50%

>50%s.d 75%

>75%s.d 100%

o | |ov|w

3080400000

ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN

Overhaul

>0%s.d 25%

>25%s.d 50%

>50%5.d75%

>75%s.d 100%

(S0 T =N I NS

3080500000

RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING

Overhaul

>0%s.d 25%

LABORATORY

>25%s.d50%

>50%5.d 75%

>75%s.d 100%

[SL 10 (=N B=N I )

3080600000

ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%5.d50%

>50%5.d75%

>75%s.d 100%

=|lw]|r~o -

3080700000

PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%5.d50%

>50%5.d75%

>75%s.d 100%

o || |w

3080800000

ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &
INSTRUMENTASI

Overhaul

>0%s5.d 25%

>25%s5.d50%

>50%5.d 75%

>75%s.d 100%

(S0 K =N I NS




KODE BARANG

URAIAN

JENIS

Presentasi
renovasi/restorasi/overhaul dari
hilal buku aset tetap (di luar
penyusutan)

PENAMBAHAN MASA
MANFAAT (TAHUN)

30900 00 000

ALAT PERSENJATAAN

3090100000

SENJATA API

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

Alw N |-

30902 00 000

PERSENJATAAN NON SENJATA API

Renovasi

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

=l Ll k= k=]

30903 00000

SENJATA SINAR

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

Njo|lo|o

30904 00000

ALAT KHUSUS KEPOLISIAN

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

NN = -

31000 00 000

KOMPUTER

31001 00 000

KOMPUTER UNIT

Overhaul

>0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

NN ==

31002 00 000

PERALATAN KOMPUTER

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

NN ==

3110000 000

ALAT EKSPLORASI

3110100000

ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

WININ |-

3110200000

ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

(S0 NOL T N )

31200000

ALAT PENGEBORAN

3120100000

ALAT PENGEBORAN MESIN

Overhaul

> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

Njo|b~|N




Presentasi
renovasi/restorasi/overhaul | PENAMBAHAN MASA
dari hilal buku aset tetap (di | MANFAAT (TAHUN)

|uar penyusutan)

KODE BARANG URAIAN JENIS

3120200000  |ALAT PENGEBORAN NON MESIN Renovasi  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

N, |- |o

>75% s.d 100%

31300000 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

3130100000 SUMUR Renovasi  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

N, |- |Oo

>75% s.d 100%

3130200000 PRODUKSI Renovasi  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

N~ |- |o

>75% s.d 100%

3130300000  |PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Overhaul  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

0 |IN|u|w

>75% s.d 100%

3140000000  |ALAT BANTU EKSPLORASI

3140100000  [ALATBANTU EKSPLORASI Overhaul  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

~N|jo|BsN

>75% s.d 100%

3140200000  |ALATBANTUPRODUKSI Overhaul  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

~N|jo|s N

>75% s.d 100%

3150000000  [ALATKESELAMATAN KERJA

3150100000  |ALAT DETEKSI Overhaul  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

WININ |-

>75% s.d 100%

3150200000  |ALATPELINDUNG Renovasi  [>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

N |=|Oo|o

>75% s.d 100%

3150300000 ALAT SAR Renovasi  |>0%s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

K

>75% s.d 100%




KODE BARANG

URAIAN

JENIS

Presentase
renovasi/restorasi/overhaul
dari hilal buku aset tetap (di

luar penyusutan)

PENAMBAHAN MASA
MANFAAT (TAHUN)

3150400000

ALAT KERJA PENERBANGAN

Overhaul

>0% s.d 25%

>25%5.d 50%

>50% s.d 75%

>75%s.d 100%

DB |w|N

3160000000

ALAT PERAGA

3160100000

ALAT PERAGAPELATIHAN DAN PERCONTOHAN

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75%s.d 100%

o | &N

3170000000

PERALATAN PROSES/PRODUKSI

3170100000

UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI

Overhaul

>0% s.d 25%

>25%5.d 50%

>50% s.d 75%

>75%s.d 100%

Bl |lwN

3180000000

RAMBU-RAMBU

3180100000

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75%s.d 100%

~lw |-

3180200000

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

o N S

3180300000

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT

Overhaul

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50%s.d 75%

>75% s.d 100%

O |N |

3190000000

PERALATAN OLAH RAGA

3190100000

PERALATAN OLAH RAGA

Renovasi

> 0% s.d 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d 100%

[N ST P T

4010000000

BANGUNAN GEDUNG

4010100000

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

Renovasi

> 0% s.d 30%

>30% s.d 45%

10

>45%5.d 65%

15

765.d 100%

50

40102 00000

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

Renovasi

>0%s.d 30%

>30%s.d 45%

10

>45% s.d 65%

15




Presentasi

renovasi/restorasi/overhaul [ PENAMBAHAN MASA
KODE BARANG URAIAN JENIS . .
dari hilal buku aset tetap (di | MANFAAT (TAHUN)
luar penyusutan)
4020000 000 |MONUMEN
4020100000 |CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI Renovasi >0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
4030000000 [BANGUNAN MENARA
4030100000 |BANGUNAN MENARA PERAMBUAN Renovasi >0%s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
4040000000 |TUGU TITIK KONTROL/PASTI
4040100000 |TUGU/TANDA BATAS Renovasi >0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5010000000 [JALAN DAN JEMBATAN
5010100000 |JALAN Renovasi >0%s.d 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
5010200000 |JEMBATAN Renovasi >0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5020000000 [BANGUNAN AIR
5020100000 [BANGUNAN AIR IRIGASI Renovasi >0% s.d 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
50202 00000 [BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT  [Renovasi >0%s.d 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
502 03 00000 [BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN  [Renovasi >0% s.d 5% 1
POLDER
> 5% s.d 10% 3
>10% s.d 20% 5
5020200000 [BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTI |Renovasi >0%s.d 5% 1
& PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
502 0500000 [BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR [Renovasi >0% s.d 5% 2
DAN AIR TANAH
>5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3




Presentasi
i/restorasi haul [PENAMBAHAN MASA
KODE BARANG URAIAN e | renovasi/restorasi/overhaul 5
dari hilal buku aset tetap (di | MANFAAT (TAHUN)
luar penyusutan)
5020600000 BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU RENOVASI|> 0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5020700000 BANGUNAN AIR KOTOR RENOVASI|>0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5030000000 INSTALASI
5030100000 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU RENOVASI|>0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
50302 00000 INSTALASI AIR KOTOR RENOVASI|> 0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
5030300000 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH RENOVASI|> 0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
50304 00000 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGU|RENQVASI|> 0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
5030500000 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK RENOVASI|> 0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5030600000 INSTALASI GARDU LISTRIK RENOVASI|> 0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5030700000 INSTALASI PERTAHANAN RENOVASI|> 0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5
5030800000 INSTALASI GAS RENOVASI|> 0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
5030900000 INSTALASI PENGAMAN RENOVASI|> 0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3
5031000000 INSTALASI LAIN RENOVASI|> 0% s.d 30% 1
>30% s.d 45% 1
>45% s.d 65% 3




Presentase
. . Renovasi/restorasi/Overhaul | PENAMBAHAN MASA
Kode Barang Uraian Jenis L .
dari Hilal Buku Aset Tetap (di | MANFAAT (TAHUN)
luar penyusutan)
504 0000 000 JARINGAN
504 0100 000 JARINGAN AIR MINUM OVERHAUL [>0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
504 02 00 000 JARINGAN LISTRIK OVERHAUL [>0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
504 03 00000 JARINGAN TELEPON OVERHAUL |>0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 5
>45% s.d 65% 10
504 04 00 000 JARINGAN GAS OVERHAUL  [>0% s.d 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
6020101002 ALAT MUSIK MODERN / BAND OVERHAUL [>0% s.d 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d 100% 2
607 00 00 000 ASET TETAP DALAM RENOVASI
6070201001 peralatan dan mesin dalam renovasi |[OVERHAUL  [>0% s.d 100% 2
6070301001 gedung dan bangunan dalam renovag OVERHAUL  |>0% s.d 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
6070401001 jalan irigasi dan jaringan dalam renoV| renovasi /  [>0% s.d 100% 5
overhaul

14. Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 3) berlaku
mulai pada pemeliharaan tahun 2016.

15. Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada
nilainya (nilai Rp1,00) maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi
tidak menambah umur ekonomis.

Penyusutan

16. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line
method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan
penyusutan adalah :

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

17. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Asset tetap
dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

18. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah

sebagai berikut:



KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT

PERALATAN DAN MESIN

3 01 00 00 000 [ALAT BESAR

3 01 01 00 000 |ALAT BESAR DARAT 10
3 01 02 00 000 [ALAT BESAR APUNG 8
3 01 03 00 000 [ALAT BANTU 7
3 02 00 00 000 [ALAT ANGKUTAN

3 02 01 00 000 [ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7
3 02 02 00 000 |ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2
3 02 03 00 000 [ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10
3 02 04 00 000 [ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3
3 02 05 00 000 [ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20
3 03 00 00 000 [ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

3 03 01 00 000 |ALAT BENGKEL BERMESIN 10
3 03 02 00 000 [ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5
3 03 03 00 000 |ALAT UKUR 5
3 04 00 00 000 [ALAT PERTANIAN

3 04 01 00 000 |ALAT PENGOLAHAN 4
3 05 00 00 000 |ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA

3 05 01 00 000 [ALAT KANTOR 5
3 05 02 00 000 [ALAT RUMAH TANGGA 5
3 06 00 00 000 [ALATSTUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

3 06 01 00 000 [ALATSTUDIO 5
3 06 02 00 000 |ALAT KOMUNIKASI 5
3 06 03 00 000 [PERALATAN PEMANCAR 10
3 06 04 00 000 [PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 15
3 07 00 00 000 |ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

3 07 01 00 000 [ALAT KEDOKTERAN 5
3 07 02 00 000 |ALAT KESEHATAN UMUM 5
3 08 00 00 000 [ALAT LABORATORIUM

3 08 01 00 000 [UNIT ALAT LABORATORIUM 8
3 08 02 00 000 |UNITALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 15
3 08 03 00 000 |ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 15
3 08 04 00 000 |ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 10
3 08 05 00 000 |RADIATION APLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10
3 08 06 00 000 [ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7
3 08 07 00 000 |PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 15
3 08 08 00 000 |ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI 10
3 09 00 00 000 [ALAT PERSENJATAAN

3 09 01 00 000 [SENJATA API 10
3 09 02 00 000 [PESENJATAAN NON SENJATA API 3
3 09 03 00 000 |[SENJATA SINAR 5
3 09 04 00 000 [ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 4
3 10 00 00 000 [KOMPUTER

3 10 01 00 000 [KOMPUTER UNIT 4
3 10 02 00 000 [PERALATAN KOMPUTER 4

Pengungkapan Aset Tetap

19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang

20.

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang

tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

apabila ada.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset

tetap sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

2)

(carrying amount);

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan :

a) Penambahan,

b) Pelepasan,

¢) Akumulasi penyusutan,

d) Mutasi aset tetap lainnya.

63



3) Informasi Penyusutan, meliputi :
a) Nilai penyusutan;
b) Metode penyusutan yang digunakan;
c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu

tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

3. Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dating
berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;

b. Biaya peroleh anter sebut dapat diukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam

proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak

konstruksi.

Nilaikonstruksi yang dikerjakansecaraswakelola meliputi:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. Biaya yang dapat diatribusi kanpada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan

c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi

meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung



dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam

Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

4. Uang muka kerja yang diberikan;

5. Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing

konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar

penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying

amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran

pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan

1.

2.

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak
proporsional apabila kebutuhan tersebut  dipenuhi hanya melalui
penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan

3.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RekeningKas
Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui

proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

4.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-
LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
Bunga dana cadangan sebagai pemanbahan dana cadangan

Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan
membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke



Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan

dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan

7.

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;

b. Tujuan pembentukan dana cadangan;

c. Program dankegiatan yang akandibiayaidaridanacadangan;

d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

e. Sumber dana cadangan; dan

f.  Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya

1.

Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tagihan Jangka Panjang : 1. Tagihan Penjualan Angsuran

2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
b. Kemitraan dengan Pihak 1. Kerjasama Pemanfaatan
Ketiga 2. Bangun Guna Serah
3. Bangun Serah Guna
4. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
c. Aset Tidak Berwujud 1. Goodwill
2. Lisensi dan Frenchise
3. Hak Paten/Hak Cipta
4. Royalti
5. Software
6. Hasil kajian/penelitian yang

memberikan manfaat jangka panjang
7. Aset Tidak lainnya
8. Aset  Tidak  Berwujud Dalam
Pengerjaan

d. Aset Lain — lain : 1. Aset yang diusulkan dihapus

2. Aset dalam proses penelusuran

3. Aset tanah yang tidak masuk neraca



3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

4.

a. Tagihan Jangka Panjang;

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran

yang khas, yaitu sebagai berikut:

1.

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan

tuntutan ganti kerugian daerah.

a.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas
kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan Ill.

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh
seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR
terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
(SKPKD).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya,

pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain

dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-

undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/

kemitraan, yaitu dengan perubahan Klasifikasi aset dari aset tetap



menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah — BGS

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah
milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali  tanah beserta bangunan
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
BGS.

Bangun Serah Guna— BSG

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah
oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan
aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset lainnya.

Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI)

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur(KSPI) adalah kerjasama antara
Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu
dengan perubahan Klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
KSPI.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai

wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh

pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan

entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan

serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak

berwujud terdiri atas:

a.

Goodwill
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan



pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham
dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.
Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan
aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya.

Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan
oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat
digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB
memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas
software berkenaan. Software dimaksud merupakan software komputer
yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta
yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang

diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi



satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati

tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran

yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam

Pengerjaan (intangible asset — work in progress), dan setelah pekerjaan

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang

bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau
dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain

terdiri dari :

a.

Aset yang diusulkan dihapus.

Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset
tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal).

Aset dalam proses penelusuran

Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh
pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran
keberadaannya.

Aset tanah yang tidak masuk neraca.

Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak
dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjag operasional dinas karena
terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena

abrasi, erosi, dan lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

a. Tagihan Jangka Panjang

1.

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat



Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung

berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling
objektif atau paling berdaya uji.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat
memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan
serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada
pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai
wajar pada saat penyerahan.

Bangun Guna Serah — BGS

BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada
saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah
memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh
mitra BGS.

Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah
sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat
penyerahan.

Bangun Serah Guna — BSG

BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanahatau nilai wajar pada
saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut
ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang
paling objektif atau paling berdaya uji.Kerjasama ini dilaksanakan
khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat
memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan
dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.

Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah



C.

sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat
penyerahan.

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus

dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak

berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi
yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi
dengan potongan harga dan rabat;

2.  Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan;

c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1)  Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya
yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

2)  Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar

nilai wajar.

Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset

tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif



pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai

tercatat/nilai bukunya

Amortisasi

1.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah
penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus.
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan per periode =Nilai yang dapat disusutkan

Massa Manfaat
Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan
tidak memiliki nilai sisa (residu).
Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat
tak terbatas adalah selama 4 (empat) tahun.
Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan

yang berupa upgrade disajikan pada tabel sebagai berikut :

Presentase
) ) PENAMBAHAN
) _ Renovasi/restorasi/Overhaul
Uraian Jenis o MASA MANFAAT
dari Hilal Buku Aset Tetap
_ (TAHUN)
(di luar penyusutan)
Software | Upgrade > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2

Pengakuan Aset Lainnya

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;

2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud,;

3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,
KSP,BSG dan BGS);

4. Informasi lainnya yang penting.



4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban adalah:

Utang vyang timbul dari peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota
Semarang.

Klasifikasi kewajiban

a. Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan
dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban jangka pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota
Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang
Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah
kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban

4. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus
disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang
berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan
jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku;



d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
1) Pengurangan pinjaman;
2) Modifikasi persyaratan utang;
3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjman; dan
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar
umum utang berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Definisi dan Klasifikasi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersin pemerintah kota Semarang yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang.
Klasifikasi
2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
a. Ekuitas Awal,
b. Surplus/Defisit LO, dan
c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.
Pengakuan dan pengukuran ekuitas

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun
investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya,
dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan,
pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.



BAB V
PENJELASAN REKENING-REKENING LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2 Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.
Realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  sebesar Rp.

9.590.161.767,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

Anggaran 2017 Realisasi 2017 Realisasi 2016

Belanja Operasi Rp. 11.019.773.000 Rp. 9.582.861.767  Rp. 11.635.020.177

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar
Rp. 9.582.861.767,00 dan Rp. 11.635.020.177,00 terdiri atas :
Tabel 9

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2017

NO. , Anggaran Realisasi Realisasi
Uraian Th.2017 TA.2017 Th.2016
1. Belanja Pegawai 6.082.518.600 | 5.540.782.126 | 7.251.354.874
2. Belanja Barang & | 4.937.254.400 | 4.042.079.641 | 4.383.665.303
Jasa
Jumlah 11.019.773.000 | 9.582.861.767 | 11.635.020.177
Anggaran 2017 Realisasi 2017 Realisasi 2016

a. Belanja Pegawai Rp. 6.082.518.600 Rp.5.540.782.126 Rp. 7.251.354.874

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp. 5.540.782.126 atau 91,09 % dari
anggaran sebesar Rp. 6.082.518.600, Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016
masing-masing sebesar Rp. 5.540.782.126 dan Rp. 7.251.354.874 terinci

sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 10

Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
No. Uraian 2017 2017 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Gaji dan Tunjangan | 2.062.824.000 | 1.936.326.026 | 2.235.259.029
Tambahan
2 Penghasilan PNS 2.204.172.000 | 1.979.111.000 | 1.533.611.845
3 Insentif Pemungutan i ) i
Pajak Daerah
4 Insentif Pemungutan i i i
Retribusi Daerah
5 | Uang Lembur 197.606.400 | 228154001 9 459 000
6 | Honorarium PNS 329.152.200 300.310.700 | 3.221.706.000
7 | ponorartum Non 1.288.764.000 | 1.271.219.000 | 251.349.000
Uang untuk
Diberikan Kepada
8 . -
pihak
Ketiga/Masyarakat
Jumlah | 6.082.518.600 | 5.540.782.126 | 7.251.354.874

b. Belanja Barang & Jasa Rp. 4.937.254.400 Rp. 4.042.079.641

Realisasi

Anggaran 2017

Belanja Barang Tahun

Realisasi 2017

Anggaran

2017

sebesar

Realisasi 2016

Rp. 4.383.665.303

Rp.

4.042.079.641,00 atau 81,87 % dari anggaran sebesar Rp. 4.937.254.400,00.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat penurunan
sebesar Rp. 341.585.662,00 atau 7,79 %. Rincian Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 4.042.079.641,00
dan Rp. 4.383.665.303,00 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 11

Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
No Uraian 2017 2017 2016
' (Rp) (Rp) (Rp)
1 Be|anja bahan pakai 450.647.600 400.982.449 509,114,700
habis




Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
No Uraian 2017 2017 2016
' (Rp) (Rp) (Rp)
5 Belanja 1.000.000 1.000.000 26.778.000
bahan/material
. 336.980.000 306.515.152 | 207,978,819
3 | Belanja jasa kantor
4 Belanja premi i i i
asuransi
5 Be|anja perawatan 295.800.000 279.124.750 301,984,000
kendaraan bermotor
Belanja cetak dan
6 | penggandaan 135.322.300 |  110.978.300 | 172,408,099
7 | Belanjasewa 44.800.000 |  39.500.000 | 248,627,500
rumah/gedung
g | Belanjasewasarana | 551 000.000 | 132.700.000 | 74,400,000
mobilitas
Belanja sewa -
9 | perlengkapan dan
peralatan kantor
10 | Belanja makananan 614.927.500 |  440.751.016 | 631,922,850
dan minuman
1 ;ﬂ::iaperja'a”a” 1.500.362.000 | 1.216.608.014 | 1,472,261,335
Belanja Pemeliharaan -
12 | Alat-alat Kantor 23.190.000 21.860.000
13 | Belanjajasa 73.000.000 |  49.000.000
konsultansi
Belanja barang utk
14 | diserahkan kpd
masyarakat
Belanja Jasa
15 | Narasumber/tenaga 208.410.000 145.349.960 | 182.730.000
Ahli PNS
Belanja Jasa
16 Narasumber/Tenaga 280.290.000 197.050.000 121.610.000
Ahli Non PNS
Belanja Uang untuk
17 | Diberikan Kepada 93.000.000 93.000.000 | 98.000.000

pihak
Ketiga/Masyarakat




Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
No Uraian 2017 2017 2016
' (Rp) (Rp) (Rp)
Belanja
18 Kursus,Pelatihan,sosi 207.350.000 180.325.000 197.350.000
alisasi dan bimbingan
teknis PNS
Belanja Pakaian
19 | Khusus dan hal-hal 137.875.000 137.875.000 138.500.000
tertentu
Belanja Pakaian
20 | Dinas dan 29.900.000 12.000.000
Atributnya
Belanja Pameran,
21 | Promosi, dan 207.000.000 201.410.000
Propaganda
22 | Belanja
Kursus,Pelatihan,sosi | 76.400.000 76.050.000
alisasi dan bimbingan
teknis Non PNS
Jumlah 4.937.254.400 | 4.042.079.641 | 4.383.665.303
Anggaran 2017 Realisasi 2017 Realisasi 2016
5.1.2.2 Belanja Modal Rp. 0 Rp. 7.300.000 Rp. 7.300.000

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 7.300.000
dan Rp. 0. Anggaran tahun 2017 untuk belanja modal adalah 0, namun dalam
realisasinya belanja modal Rp. 7.300.000 yang berasal dari anggaran belanja

barang dan jasa sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 12
Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016

No Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
Uraian 2017 2017 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Tanah 0 0
5 Bela_nja Peralatan 0 7300.000
Mesin
3 Belanja Gedung 0 0
Bangunan
4 Belanja_ Jalan,Irigasi 0 0
dan Jaringan
5 Be_lanja Aset Tetap 0 0
Lainnya
Jumlah 0 7.300.000

Perincian belanja modal secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3.



Anggaran TA Realisasi TA Realisasi TA

2017 2017 2016
Rp Rp Rp
a. Belanja Modal
Peralatan & Mesin Rp O Rp 7.300.000 0
Rp 0 Rp 7.300.000 0

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2017 sebesar Rp. 7.300.000
atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 0 Realisasi Belanja Modal Peralatan
Mesin TA 2017 dan 2016 sebesar Rp. 7.300.000 dan Rp. 0 merupakan

pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2017 dan 2016, dengan

rincian sbb :
Tabel 13
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2017 dan 2016
No Anggaran TA | Realisasi TA | Realisasi TA
Uraian 2017 2017 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Alat2 besar darat 0 0 0
2 | Alat2 besar apung 0 0 0
3 | Alat2 bantu 0 0 0
4 Alat angkutan darat 0 0 0
bermotor
Alat angkutan darat
> tak bermotor 0 0 0
6 Alat be_ngkel 0 0 0
bermesin
7 Alat be_ngkel tak 0 0 0
bermesin
8 | Alat Ukur 0 0 0
9 | Alat kantor 0 0 0
10 | Alat rumah tangga 0 0 0
11 | Computer 0 0 0
12 | Alat studio 0 7.300.000 0
13 | Alat Komunikasi 0 0 0
14 | Alat Kedokteran 0 0 0
15 | Alat Kesehatan 0 0 0
16 | Unit2 laboratorium 0 0 0
17 Alat peraga/praktek 0 0 0
sekolah
18 | Dstnya..... 0 0 0
Jumlah 0 7.300.000 0




5.2.1. Penjelasan Neraca
31 Desember 2017 31 Desember 2016

5.2.1 Aset Rp. 1.722.515.711 Rp. 753.533.280

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang per 31 Desember
2017 sebesar Rp. 1.722.515.717 mengalami kenaikan sebesar Rp 968.982.431
Atau 128,59 % bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember
2016. Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar

31 Desember 2017 31 Desember 2016
5.2.1.1. Aset Lancar Rp  40.326.400 Rp. 0

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam
kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Terdapat aset lancar
sebesar 40.326.400 yang berupa Kas dibendahara Pengeluaran, Kas tersebut telah
disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2018

31 Desember 2017 31 Desember 2016
5.2.1.2.Aset Non Lancar Rp. 1.682.189.311 Rp. 753.533.280

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar
diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan

aset lainnya.



31 Desember 2017 31 Desember 2016 %

5.2.1.2.1 Aset Tetap Rp. 1.653.407.361  Rp. 753.533.280 119

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu
aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan pada saat 31 Desember 2016
masing-masing sebesar Rp. 1.653.407.361 dan Rp. 753.533.280 dengan perincian

sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 14
Saldo Aset Tetap per Bidang
Per 31 Desember 2017

Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016
(Rp) (Rp)

Tanah

Peralatan dan Mesin 3.276.494.449 3.188.463.641

Gedung dan Bangunan 931.603.624 -

Jalan, Jembatan, Irigasi dan -

Jaringan

Aset Tetap Lainnya 5.505.292 5.505.292

Kontruksi Dalam Pengerjaan -
4.213.603.365 3.193.968.933

Jumlah

Akumulasi Penyusutan (2.560.196.004 ) (2.440.435.653)

Jumlah Setelah Penyusutan 1.653.407.361 753.533.280

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp Rp

b. Peralatan dan Mesin
836.058.798 748.027.988




Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan pada saat 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 836.058.798 dan Rp 748.027.988

dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 15
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2017
31 Desember | Penambahan | Pengurangan
) 31 Desember
Uraian 2016 Tahun 2017 Tahun 2017
2017 (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
1.145.761.387 1.145.761.387
Alat angkutan 0 0
Alat pertanian 4.800.000 0 0 4.800.000
A|at kantor dan rumah 1640187235 1713955112
73.769.887 0
tangga
Alat studio dan komunikasi 363.399.122 14.260.931 0 377.657.053
Alat Kedokteran 2.856.426 0 0 2.856.426
Alat laboratorium 6.596.125 0 0 6.596.125
Alat Persenjataan dan
24.868.346 0 0 24.868.346
Keamanan
Jumlah 3.188.463.641 0 0 3.276.494.449
Akumulasi Penyusutan (2.440.435.653) 0 | (2.440.435.653)
Jumlah Setelah 836.058.798
748.027.988 88.030.808 0
Penyusutan

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 88.030.808 terdiri dari mutasi

peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar 80.730.808 dan berasal dari belanja modal
sebesar Rp. 7.300.000. Total jumlah setelah penyusutan sebesar Rp. 836.058.798

belum termasuk penyusutan tahun 2017.

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp Rp

c. Gedung dan Bangunan
811.843.273 0




Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan pada saat 31

Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 811.843.273 dan Rp 0 dengan rincian

mutasi sebagai berikut :

Penyusutan

Tabel 16
Daftar Gedung dan Bangunan
Tahun 2017
31 Desember | Penambahan | Pengurangan 31 Desember
Uraian 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 2017 (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Gedung dan Bangunan 0 931.603.624 0 931.603.624
Jumlah 0| 931.603.624 0 931.603.624
Akumulasi Penyusutan 0| (119.760.351) 0 (119.760.351)
Jumiah Setelah 0| 811.843.273 0| 811.843273

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 931.603.624

d. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2017

Rp

31 Desember 2016

Rp

5.505.292

5.505.292

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan pada saat 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 5.505.292 dan Rp. 5.505.292 dengan

rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 17
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2017
31 Desember | Penambahan | Pengurangan |31 Desember
Uraian 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 2017
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Buku 5,505,292 0 O 5,505,200
Terbitan 0 0 0 0
Barang?2 perpustakaan 0 0 0 0
Barang bercorak
kebudayaan 0 0 0 0
Alat olah raga lainnya 0 0 0 0
Hewan 0 0 0 0
Tanaman 0 0 0 0
Aset Renovasi 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0
Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0
Jumiah Setelah 5,505,292 0 0| 5505292
Penyusutan




Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2017 terinci sebagaimana table

dibawah ini :
Tabel 18
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2017
Barang | Barang Alat He | Tana Aset
. Terbi 2 bercorak olah wan | man | renovasi
Uraian Buku
tan | perpust | kebuday raga
akaan aan lainnya

Saldo 31 Desember 2016
Penambahan :
- Realisasi Belanja Modal
- Reklasifikasi dari

Belanja Modal Gedung

Bangunan
- Reklasifikasi dari Aset

Lain-Lain
Pengurangan :
Aset Extracountable
Saldo per 31 Desember
2017
Akumulasi Penyusutan Covee ) Covee )
Jumlah Setelah
Penyusutan

5.2.1.2.2 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan pada saat 31 Desember 2016
masing-masing sebesar Rp 28.781.950,00 dan Rp. 28.781.950,00 dengan perincian

sebagaimana tabel dibawah ini :

31 Desember 2017

Rp

31 Desember 2016

Rp

28.781.950

28.781.950

Tabel 19
Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017

Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016
(Rp) (Rp)
Aset Tak Berwujud 188.533.299 188.533.299
Aset Lain-Lain 123.508.500 123.508.500
Amortisasi (283.259.849) (283.259.849)
Jumlah Setelah Amortisasi 28.781.950 28.781.950




31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp Rp

a. Aset Tak Berwujud
24.299.441 24.299.441

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan pada saat 31
Desember 2016 masing-masing sebesar Rp. 24.299.441 dan Rp. 24.299.441
berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai
berikut :

Tabel 20
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Tahun 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016
(Rp) (Rp)
Saldo Awal 188.533.299 188.533.299
Penambahan Tahun Berjalan : 0 0
- Pengadaan BM software
aplikasi computer 0 0
- Realisasi Belanja Jasa
Konsultasi penyusunan 0 0
software aplikasi computer
Pengurangan Tahun Berjalan 0 0
- Penghapusan 0 0
Jumlah 188.533.299 188.533.299
Amortisasi (164.233.858) (164.233.858)
Jumlah Setelah Amortisasi 24.299.441 24.299.441
31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp Rp
b. Aset Lain-Lain
4.482.509 4.482.509

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan pada saat 31 Desember
2016 masing-masing sebesar Rp. 4.482.509 ,00 dan Rp. 4.482.509,00 dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 21

Perincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

31 Desember 2017 31 Desember 2016

Uraian (Rp) (Rp)

Aset Tetap Non Produktif 4.482.509,00 4.482.509,00

Jaminan Pembayaran

Jumlah 4.482.509,00 4.482.509,00




5.2.3

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2017, maka terdapat
kenaikan/penurunan sebesar Rp................. dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal Rp.
- Penambahan terdiri atas :
o Reklasifikasi dari aset Rp.

Rp -........
Rp. -
- Pengurangan terdiri atas :
e Reklasifikasi ke aset.... Rp.
e Penghapusan Rp......... eeeiiieiieee.s
(Rp...... S eeeieieeinn )
Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Adapun keadaan
Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.721.772.741 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 939.588.902 . atau 120 %, dari tahun 2016, yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset per 31 Desember 2017 Rp. 1.722.515.711
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2017 (Rp 742.970)
- Ekuitas Rp. 1.721.772.741

5.3 Laporan Operasional

531

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban,
transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai
berikut :

Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali.



Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Pendapatan yang pemungutannya ditetapkan (berdasarkan penetapan) :

Tabel 22
Daftar Pendapatan-LO Berdasarkan Penetapan
Per 31 Desember 2017

N Jenis Dasar Jumlah | Nilaiyg | Nilaiyg | Piuta
0. | Pendapata Penetapan Dasar | Ditetapk | Direalis | ng (
n Penetep | an (Rp.) | asi (Rp.) | Rp.)

an

1. | Pajak...... SKPD | ...

Buah

2. | Retribusi SKRD | .......

3. | Retribusi Surat | ...
Perjanjian/doku | Buah

men lainnya

Jumlah

b. Pendapatan yang pemungutannya tanpa penetepan :

Tabel 23
Daftar Pendapatan-LO Tanpa Penetapan
Per 31 Desember 2016

No Jenis Dasar Jumlah Nilai Nilai yg | Piutan
Pendapatan | Penetapan Dasar yg Direalisa g (
Penetepa | Harus | si(Rp.) Rp.)
n dibaya
r (Rp.)
1. | Pajak...... SPTPD | .......
Buah
2. | Retribusi... | Karcis | ........
buah
3. | Retribusi Kuitansi/buk | .......
ti Buah
penerimaan
lainnya
Jumlah

Pendapatan-LO sebesar Rp. 0 tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun lalu
karena pada tahun lalu, entitas akuntansi masih menyajikan laporan keuangan

berdasarkan basis kas menuju akrual.



5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.3.2.1 Beban Operasi

atas :

a.

o

a o

o «Q o

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa

Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang

Beban Pegawai

Rp. 5.540.782.126
Rp. 4.049.991.220
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 9.590.773.346

o O O O o o

Beban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang per 31
Desember 2017 sebesar Rp 9.590.773.346 ,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.590.773.346,00 terdiri

dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 24

Perincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2017

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.540.782.126,00

No. Uraian Beban Daftar Jumlah Beban Utang
Gaji/Lembur yg dibayar
1. | Beban gaji & tunjangan
0| 1.936.326.026

2 Tambahan Penghasilan

) 0| 1.979.111.000

Pegawai

3 Uang lembur 53.815.400
4 Honorarium PNS 300.310.700
5 Honorarium Non PNS 1.271.219.000

Jumlah

0| 5.540.782.126




b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.049.991.220 yang
dihitung berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset:

1) Beban barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pendekatan beban,

yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban

persediaan, seperti pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan atau

melekat pada kegiatan belanja langsung dengan maksud untuk segera

digunakan adalah sbb:

Tabel 25

Perincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2017

No. Uraian Beban Saldo Nilai Pemakaian Sisa Keterangan
Awal Perolehan Beban (Stock *
(BAST) Opname)
1. Beban Bahan Habis 408.282.449
] 0 0 0
Pakai
2 Beban Material
0 0 1.000.000 0
3 Beban Perawatan
Kendaraan 0 0 279.124.750 0
Bermotor
4 Beban Cetak Dan
0 0 110.978.300 0
Penggandaan
5 Beban Sewa
0 0 39.500.000 0
Gedung
6. Beban Sewa Sarana
0 0 132.700.000 0
Mobilitas
7 Beban Makanan &
) 0 0 440.751.016 0
Minuman
8 Beban Pakaian
) 0 0 12.000.000 0
Kerja
9 Beban Pakaian
0 0 137.875.000 0
Khusus
10 | Beban Perjalanan
] 0 0| 1.472.983.014 0
Dinas
11 Beban Pemeliharaan
0 0 21.860.000 0
Alat Alat Kantor
12 | Beban Uang Untuk
0 0 93.000.000 0
Hadiah Lomba




No. Uraian Beban Saldo Nilai Pemakaian Sisa Keterangan
Awal Perolehan Beban (Stock
(BAST) Opname)
13 Beban Publikasi ,
Pameran dan 0 0 201.410.000 0
Promosi
15 Beban Konsultasi
. 0 0 49.000.000 0
penelitian
16 Beban Jasa
Narasumber
) 0 0 197.050.000 0
/Tenaga Ahli Non
PNS
17 Beban Jasa
Narasumber 0 0 145.349.960 0
/Tenaga Ahli PNS
18 Beban Jasa Surat
] 0 0 13.310.000 0
Kabar/MAjalah
19 | Beban Telepon 0 0 6.219.231 0
20 Beban Jasa Service
) 0 0 16.715.000 0
dan Reparasi
21 Beban Jasa
Pendidikan/kursus/p 0 0 270.225.500 0
elatihan ketrampilan
Jumlah 0 0 | 4.049.991.220 0

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.

326.071.764,00 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 26

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2016

No. Uraian Beban Beban
Penyusutan/
Amortisasi
1. Beban penyusutan peralatan dan mesin 300.406.260
2 Beban penyusutan gedung dan bangunan 0
3 Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan 0
4 Beban amortisasi aset tidak berwujud 25.665.504
5 Beban perawatan kendaraan bermotor 0
Jumlah 326.071.764




5.3.3

Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari  Operasi adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp 9.590.773.346 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan-LO Rp. 0
- Beban Rp. 9.590.773.346 -
Surplus/defisit LO (Rp. 9.590.773.346 )

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

54.1

5.4.2

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekutias tahun pelaporan dibandingkan tahun

sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp.  782.183.839
Surplus/Defisit LO (Rp. 9.590.773.346)
RK PPKD Rp. 9.630.488.167
Mutasi Aset Rp. 899.874.081
Lain-lain Rp 0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan Rp 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0
Lain-lain Rp 0
Ekuitas Akhir Rp. 1.721.772.741

Nb. Keterangan menyesuaikan

Ekuitas Awal
Ekuitas per 01 Januari 2017 sebesar Rp. Rp.  1.721.772.741 merupakan
ekuitas hasil 31 Desember 2016 neraca per 31 Desember 2017.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar
biasa. Defisit-LO per 31 Desember 2017 sebesar ( Rp. 9.590.773.346 ) berasal

dari Laporan Operasional per 31 Desember 2017.



5.4.3 Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31

Desember 2017 sebesar Rp.0 , berasal dari :

a. Koreksi nilai persediaan Rp. 0
b. Revaluasi aset tetap Rp. 0
Rp. 0

5.4.4 Ekuitas Akhir
Ekuitas akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.721.772.741 Apabila
dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2016 maka
mengalami kenaikan sebesar Rp. 939.588.902 . atau 120 %, dari tahun 2016.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari

laporan keuangan yaitu :

a.

Domisili dan bentuk hukum suatu entitas dan yuridiksi tempat entitas di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang JI. Pemuda No. 175, Gd.Pandanaran It.

6 Semarang.

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas kegiatan pokoknya yaitu Badan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 23 ).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang satuan Polisi

Pamong Praja Kota Semarang.
Penggantian Manajemen Pemerintahan selama tahun berjalan, tidak ada.
Kesalahan Manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.

Tidak ada komitmen dari kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, semua

disajikan pada neraca.

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.



LANDASAN HUKUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SEMARANG

. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

. Pertauran Pemerintan Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di
Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,
Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
Il Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10.

11.

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 8 );

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23 );

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja.



BAB VII
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang dan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang selaku entitas akuntansi
harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasai
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas
Laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, dan Kinerja keuangan yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber
daya yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun
secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi Kriteri
tersebut, maka laporan keuangan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih menyisakan
catatan-catatan bagi pengguna laporan, hal tersebut dimungkinkan karena adanya
perbedaan persepsi, kesalahan pengakuan, pengukuran dan penyajian atau hal-hal lain
diluar kemampuan kami. Untuk itu kritik, koreksi dan saran kami harapkan untuk

kesempurnaan laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Semarang, 31 Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang
Selaku Pengguna Anggaran

Drs. ISDIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581277 198303 1 011




PERINCIAN BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 3

Kode

. . - MLAH HARGA TOTAL
No. Uraian Belanja Modal Reke_nl_ng éliRANG SATU(,;AN HXRGA
(5 digit)
A. | Tanah: - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
B. | Peralatan dan Mesin : - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
C. | Gedung dan Bangunan : - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
D | Jalan, Irigasi dan Jaringan : - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
E. | Aset Tetap Lainnya : - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
F. | Aset Lainnya : - - - NIHIL
1
2
3
Jumlah
Jumlah Keseluruhan - - - NIHIL
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Lampiran 4
Perincian Piutang Pajak Berdasarkan Tahun dan Kualitasnya
per 31 Desember 2017

No.

Uraian Piutang

Tahun

Piutang

Jumlah Piutang

Piutang
awal

Realisasi
di Tahun
2017

Piutang
akhir
2017

Penyisihan

Piutang
NRV

3

4

5

6

Piutang Pajak Hotel : NIHIL

a. Kualitas Lancar :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

b. Kualitas Kurang Lancar :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

c. Kualitas Diragukan :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

d. Kualitas Macet :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

Piutang Pajak Restoran :

a. Kualitas Lancar :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

b. Kualitas Kurang Lancar :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

c. Kualitas Diragukan :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

d. Kualitas Macet :
1. WP atas nama .....
2. WP atas nama...
dan seterusnya

JUMLAH NIHIL
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Lampiran 5

Perincian Piutang Retribusi Berdasarkan Tahun dan Kualitasnya
per 31 Desember 2017

Tahun Jumlah Piutang
No. | Uraian Piutang , Kualitas Piutang Realisasi Piutang | Penyisihan Piutang
Piutang awal di Tahun | yhir 2017 NRV
2017
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH NIHIL
Lampiran 6
Perincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Tahun dan
Kualitasnya
per 31 Desember 2017
Tahun Jumlah Piutang
. . . i i . Piutang
No. Uraian Piutan Kualitas ' Realisasi i Penyisihan
g Piutang Piutang di Tahun Piutang y NRV
awal akhir 2017
2017
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH NIHIL




Lampiran 7

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah Per 31 Desember 2017

Uraian

Tanah Perkampungan

Tanah Pertanian

Tanah untuk
Bangunan Gedung

Tanah
untuk
bangunan
bukan
Gedung

TOTAL

SALDO AWAL
PENAMBAHAN

NIHIL

Realisasi Belanja Modal

Reklasifikasi dari Akun :

- Aset Tetap ...........

- Aset Tetap ..........

Hibah dari pihak ketiga

Mutasi dari SKPD Lain

Inventarisasi

Jumlah

PENGURANGAN

NIHIL

Aset Extracountable

Reklasifikasi ke akun :

- Aset Tetap ...........

- Aset Tetap ..........

Mutasi ke SKPD Lain

Jumlah pengurangan

Saldo Akhir

NIHIL
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Lampiran 8
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2017

Uraian

Alat2 Besar
Darat

Alat
Angkuta
n Darat
Bermotor

Alat
Angkutan
Darat Tak
Bermotor

Alat
Ukur

Alat Kantor

Alat
Rumah
Tangga

Komputer

Alat-alat
Kedokteran

Alat
Laboratori
um

Alat

Pera
ga/Pr
akte

Seko
lah

TO

SALDO
AWAL

PENAMBAHA
N

Realisasi
Belanja Modal

Reklasifikasi
dari Akun :

- Aset Tetap
Alat Berat

- Aset Tetap
Alat Angkutan

- Aset Tetap
Alat Bengkel

- Aset Tetap
Alat Pertanian

- Aset Tetap
Alat Ukur

- Aset Tetap
Bangunan
Gedung

- Aset Tetap
KDP

Hibah dari
pihak ketiga

Mutasi dari
SKPD Lain

Inventarisasi

Jumlah

PENGURANG
AN

Aset
Extracountabl
e

Reklasifikasi
ke akun :

- Aset Tetap
Alat Angkutan

- Aset Tetap
Alat Kantor RT

- Aset Tetap
Alat Studio

- Aset Tetap
Alat
Kedokteran

- Aset Tetap
Bangunan
Monumen

- Aset Tetap
KDP

- Aset Tak
Berwujud

- Aset Lain-
Lain

NI
HI

- Persediaan

Barang
diserahkan ke
masyarakat

Penghapusan

aset

Mutasi ke

SKPD Lain
Jumlah

Pengurangan

SALDO
AKHIR
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Lampiran 9

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017

Uraian

Bangunan
Gedung
Tempat

Kerja

Bangunan
Gedung
Tempat
Tinggal

Bang

unan

Mena
ra

Bangunan
Bersejarah

Tugu
Peringatan

Candi

Mon
ume
n/
Ban
gun
an
Ber
seja
rah

Ram
Tugu Titik bu-

Kontrol/Pasti ram

bu

Ramb

ramb
u Lalu
Lintas
Udara

—>»—-H404

SALDO AWAL

PENAMBAHAN

Realisasi Belanja
Modal

Reklasifikasi dari
Akun :

- Aset Tetap Alat
Berat

- Aset Tetap Alat
Angkutan

- Aset Tetap Alat
Bengkel

- Aset Tetap Alat
Pertanian

- Aset Tetap Alat
Ukur

- Aset Tetap
Bangunan Gedung

- Aset Tetap KDP

Hibah dari pihak
ketiga

Mutasi dari SKPD
Lain

Inventarisasi

Jumlah

PENGURANGAN

Aset Extracountable

Reklasifikasi ke akun :

- Aset Tetap Alat
Angkutan

- Aset Tetap Alat
Kantor RT

NI

- Aset Tetap Alat
Studio

- Aset Tetap Alat
Kedokteran

- Aset Tetap
Bangunan Monumen

- Aset Tetap KDP

- Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-Lain

- Persediaan

Barang diserahkan ke
masyarakat

Penghapusan aset

Mutasi ke SKPD Lain

Jumlah
Pengurangan

SALDO AKHIR
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Lampiran 10
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2017

Instalasi Jari

Bangunan Instalasi Air Pemban Instalasi Jar'lo?i?an Jaringan Jaringan nga
Air Irigasi Minum Bersih gkit Gas Minum Listrik Telepon n

Listrik Gas

Uraian Jalan Jembatan TOTAL

SALDO AWAL
PENAMBAHAN

Realisasi
Belanja Modal

Reklasifikasi
dari Akun :

- Aset Tetap
Alat Berat

- Aset Tetap
Alat Angkutan

- Aset Tetap
Alat Bengkel

- Aset Tetap
Alat Pertanian

- Aset Tetap
Alat Ukur

- Aset Tetap
Bangunan
Gedung

- Aset Tetap
KDP

Hibah dari pihak
ketiga

Mutasi dari
SKPD Lain

Inventarisasi

Jumlah

PENGURANGA
N

Aset
Extracountable

Reklasifikasi ke
akun :

- Aset Tetap
Alat Angkutan

- Aset Tetap
Alat Kantor RT

- Aset Tetap
Alat Studio

- Aset Tetap
Alat Kedokteran

- Aset Tetap
Bangunan
Monumen

- Aset Tetap
KDP

- Aset Tak

Berwujud NIHIL

- Aset Lain-
Lain

- Persediaan

Barang
diserahkan ke
masyarakat

Penghapusan
aset

Mutasi ke
SKPD Lain

Jumlah
Pengurangan

SALDO AKHIR NIHIL
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a. Belanja Modal yang direklas men

Lampiran 11

jadi Belanja Barang dan Jasa

No | Nama Belanja Modal Belanjayang | Jumlah Rupiah | Keterangan
direklas
1 0 NIHIL
2
3
b. Belanja Barang dan Jasa yang direklas menjadi Belanja Modal
No | Nama Belanja Barang Belanjayang | Jumlah Rupiah | Keterangan
dan Jasa direklas
1 0 NIHIL
2
3

c. Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap

No.

Rincian Belanja

Jumlah Rupiah

Keterangan Nama Aset
yang Dikapitalisasi

1.

Honor Pejabat
Pengadaan dan
Penerima Hasil
Pekerjaan

Genset

2. | Honor Pejabat Sepeda Motor
Pengadaan dan
Penerima Hasil
Pekerjaan

3. | Biaya Umum Mobil Jamkesmas

d. Belanja Barang dan Jasa / Pemeliharaan yang memenuhi Batas Kapitalisasi

No | Belanja Barang/Jasa Jumlah Rupiah Keterangan Nama Aset yang
yang dikapitalisasi dikapitalisasi

1 0 NIHIL

2

3




Lampiran 12

a. Jumlah Belanja Modal Tahun 2017 dari APBD Tk.I / Dana Dekonsentrasi

No. | Jenis Belanja Modal Nilai Tanggal Diserahkan Kota | Keterangan
Perolehan | perolehan | Semarang/tidak
1 Tanah 0 - - NIHIL
2 Gedung dan Bangunan | 0 - - NIHIL
3 Jalan, Irigasi, Jaringan | O - - NIHIL
4 Peralatan dan Mesin 0 - - NIHIL
5 Aset lainnya (software) | 0 - - NIHIL
b. Jumlah Belanja Modal Tahun 2017 dari APBN / Dana Tugas Pembantuan
No | Jenis Belanja Modal Nilai Tanggal Diserahkan Kota | Keterangan
Perolehan | Perolehan | Semarang/Tidak
1 | Tanah 0 - - NIHIL
2 | Gedung dan Bangunan |0 - - NIHIL
3 | Jalan,lrigasi,Jaringan 0 - - NIHIL
4 | Peralatan dan Mesin 0 - - NIHIL
5 | Dst 0 - - NIHIL
c. Jumlah Belanja Modal tahun 2017 dari Sumber dana lainnya
No | Sumber | Jenis Belanja | Nilai Tanggal Diserahkan Kota | Keterangan
. Dana Modal Perolehan | perolehan | Semarang/tidak
1 |- Tanah 0 - - NIHIL
2 |- Gedung dan 0]- - NIHIL
Bangunan
3 |- Jalan, Irigasi, | 0 - - NIHIL
Jaringan
4 |- Peralatan dan 0]- - NIHIL
Mesin
5 |- Aset lainnya | 0 - - NIHIL
(software)




Lampiran 13

Rekap Jaminan Pemeliharaan pada Pengadaan Barang Modal/Aset yang belum
diserahkan kembali kepada Pihak I11 dan melewati per 31 Desember 2017

No | Nama Kegiatan pada Jumlah Jaminan Keterangan
Belanja Modal (Rupiah)
1 0 NIHIL
2
3
. Jumlah Belanja Hibah berupa uang atau barang Tahun 2017
No | Uraian Belanja Hibah Jenis Hibah Rupiah Keterangan
Barang/Uang
1 0 0 NIHIL
2
3
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
No Uraian Belanja Jenis Bantuan Rupiah Keterangan
Bantuan Sosial Barang/Uang
1 - 0 NIHIL
2
3

Rincian Kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target sasaran

No

Uraian Kegiatan

Anggaran Realisasi

Keterangan tidak
mencapai target
(Jumlah Denda dan
Kapan dibayar)

NIHIL

N




o

Deposito

Lampiran 14

No

Nama Bank tempat
deposito

Jumlah Rupiah

Keterangan

NIHIL

N

b. Kas di Bendahara Penerimaan

No

Rincian/Uraian Kas

Jumlah Rupiah

Keterangan

1

NIHIL

2

3

C. Kas di Bendahara Pengeluaran

No

Rincian/Uraian Kas

Jumlah Rupiah

Keterangan

1

NIHIL

2

3

d. Rekening Pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017

No | Nama/Uraian Pajak Jumlah Rupiah Keterangan
atau Jenis Pajak

1 0 NIHIL

2

3

e. Rekap Jasa Giro Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Per 31 Desember 2017
belum disetorkan ke Kasda

No

Nama Bank

Jumlah Rupiah

Keterangan

1

0

NIHIL

2




Sisa UUDP ( Silpa ) Tahun 2017

Lampiran 15

No | Rincian/Uraian Dana Jumlah Rupiah Keterangan
1 - 0 NIHIL
2
3
. Jumlah Persediaan s/d Tahun 2017
No Uraian Jumlah | Satuan Jumlah Keterangan
Persediaan Unit Rupiah
1
2
3
Investasi Permanen
No | Nama Instansi/Badan Tahun Jumlah Rupiah Keterangan
yang diberi Investasi
1 |- - 0 NIHIL
2
3
Investasi Non Permanen
No | Nama Instansi Tahun Jumlah Jumlah Jumlah Keterangan
dan Peruntukan Rupiah | Tunggakan | sisa dapat
Investasi digulirkan
1 |- - 0 - - NIHIL
2
3
Biaya Premi Asuransi dibayar diMuka
No Nama Premi yang Jumlah Rupiah Keterangan
dibayar diMuka
1 |- 0 NIHIL
2
3




Lampiran 16

a. Jumlah Aset Tanah yang masih belum atas nama Pemerintah Kota Semarang pada

Tahun 2017
No Nama/Jenis Aset Jumlah Keterangan Keterangan
(Letak /Alamat
Fisik Aset)
1 |- - NIHIL
2
3

b. Jumlah Aset Gedung Bangunan yang masih belum atas nama Pemerintah Kota
Semarang pada Tahun 2017

No Nama/Jenis Aset Jumlah Keterangan Keterangan
(Letak /Alamat
Fisik Aset)
1 |- - NIHIL
2
3
4
5
c. Jumlah Aset yang dilepas (dijual, tukar guling, dsb)
No Nama/Jenis Aset Jumlah Keterangan Keterangan
(Letak /Alamat
Fisik Aset)
1 | Tanah 0 - NIHIL
2 | Gedung dan Bangunan | O - NIHIL
3 | Jalan dan Irigasi 0 - NIHIL
4 | Peralatan dan Mesin 0 - NIHIL
5 | Dst
d. Aset Tetap Lainnya
No Nama Aset Tetap Jumlah Rupiah Keterangan
lainnya
1 |- 0 NIHIL
2
3




a. Konstruksi dalam Pengerjaan

Lampiran 17

No Nama Konstruksi Jumlah Keterangan
dalam Pengerjaan Rupiah/Prediksi yang
telah dibayar
1 | Gedung dan Bangunan |0 NIHIL
2 | Mesin dan Peralatan 0 NIHIL
3 | Jalan,lrigasi dan 0 NIHIL
Jaringan
b. Akumulasi Penyusutan
No | Akumulasi Penyusutan Jumlah Rupiah Keterangan
Tahun 2017
1 | Gedung dan Bangunan |0 NIHIL
2 | Mesin dan Peralatan 0 NIHIL
3 | Jalan,lrigasi dan 0 NIHIL
Jaringan
4 | Aset Tetap lainnya 0 NIHIL
c. Aset Lainnya
No Nama Aset Lainnya Jumlah Rupiah Keterangan
1 0 NIHIL
2 0 NIHIL
3 0 NIHIL
d. Amortisasi
No Amortisasi Tahun Jumlah Rupiah Keterangan
2017
Asset tak berwujud 188.533.299
Asset lain-lain 123.508.500

AWIN|F




Jumlah Aset yang dikerjasamakan

Lampiran 18

No | Nama/Jenis Pihak 111 yg diajak Nilai Lama Keterangan
Aset yang kerjasama Kerjasama | Kerjasama
dikerjasamakan (Tahun)

1 - - 0 - NIHIL
2

3

. Jumlah Aset yang tidak masuk pada Neraca Tahun 2016

No Nama/Jenis Aset Rincian Jumlah Rupiah | Keterangan
1 | Tanah - 0 NIHIL

2 | Gedung dan Bangunan | - 0 NIHIL

3 | Jalan dan Irigasi - 0 NIHIL

4 | Peralatan dan Mesin - 0 NIHIL

5 | Dst

Jumlah Aset yang dihapuskan dari Neraca Tahun 2016

No Nama/Jenis Aset Jumlah Rupiah Keterangan

1 | Tanah 0 NIHIL

2 | Gedung dan Bangunan | O NIHIL

3 | Jalan dan Irigasi 0 NIHIL

4 | Peralatan dan Mesin 0 NIHIL

5 | Dst

. Jumlah Aset yang dihapuskan/rusak/hilang
No Uraian Aset Jumlah Nilai Akumulasi Keterangan
Aset Aset

1 | Tanah - - NIHIL

2 | Gedung dan Bangunan | - - NIHIL

3 | Jalan dan Irigasi - - NIHIL

4 | Peralatan dan Mesin - - NIHIL

5 | Dst




a. Jumlah Penjelasan Utang Jangka Panjang

C.

Lampiran 19

No | Jumlah Utang | Jangka Waktu Peruntukan Asal Utang
Jangka Panjang | Utang Jangka Utang
Panjang
1 |- - NIHIL
2
3
b. Jumlah Uang Jaminan Bongkar (UJB) s/d Tahun 2017
No | Rincian/Uraian Dana Tahun Jumlah Rupiah Keterangan
1 |- - - NIHIL
2
3
Dana — dana Non APBD
1. Tugas Pembantuan
No Target Realisasi Sisa Keterangan | Peruntukan
Sisa Dana
1 |- - - NIHIL
2
3
2. Dana Dekonsentrasi
No Target Realisasi Sisa Keterangan | Peruntukan
Sisa Dana
1 |- - - NIHIL
2
3
3. Dana Urusan Bersama
No Target Realisasi Sisa Keterangan | Peruntukan
Sisa Dana
1 |- - - NIHIL
2
3
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Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
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No Target Realisasi Sisa Keterangan | Peruntukan
Sisa Dana
1 |- - - - NIHIL
2
3
Dana Jamkesmas dan Jampersal
No Target Realisasi Sisa Keterangan | Peruntukan
Sisa Dana
1 | Jamkesmas | - - - NIHIL
2 | Jampersal - - - NIHIL
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
No Tingkat Dropping Belanja Belanja Sisa (Rp)
(Rp) Non Aset Aset (Rp)
(Rp)
1 | SD - - - NIHIL
2 | SMP - - - NIHIL
3 | SMA - - - NIHIL
4 | SMK - - - NIHIL
Dana Komite Sekolah
No Tingkat Dropping Belanja Belanja Sisa (Rp)
(Rp) Non Aset Aset (Rp)
(Rp)
1 | SD - - - NIHIL
2 | SMP - - - NIHIL
3 | SMA/SMK | - - - NIHIL
Dana Block Grand di Sekolah
No Tingkat Dropping Belanja Belanja Sisa (Rp)
(Rp) Non Aset Aset (Rp)
(Rp)
1 | SD - - - NIHIL
2 | SMP - - - NIHIL
3 | SMA/SMK | - - - NIHIL




